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Abstract: Themany sigh at bureaucracy of service of publicinIndonesiashow existence of indica-
tionthat service of public still belooked into very ugly, condition of said that if |ess pay attention to
will cause decline theness competitivenessfor public organization. Public organization which don’'t
have competitiveness mean the organi zation of indigent apply change demand or challenge epoch.
in reality still be met by public organization which indigent fulfill progressively public demand
critical and multifarious, result trust of society to public organization progressively decline where
public no longer feel proud to the public existence of organization about his. for the purpose up for
the side of bureaucracy have started to think of how strategy to be being done to increase service
whichwith quality. one of strategy guarantying public get servicewhichin desiring himit isthrough

applying of service charter or citizen charter.
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Seharusnyahubungan pemerintah dengan publik
tidak sekedar hubungan dalam konteks kekuasaan
Ssemata, tetapi secaraposisiona pemerintah adalah
pel aksanakedaulatan publik. latidak |ebih sebagal
“pelayan” bagi yang memberi mandat, yaitu rakyat.
Oleh sebabitu setigp rezim yang memerintah ddam
Negara yang menganut faham demokrasi, harus
memahami dan menyadari possnyabahwaiameru-
pakan dat kepentingan publik untuk mencapai tujuan
Negara.

Di ddamredlitanyabirokras di Indonesia,
meas h banyak dikel uhkan oleh masyarakat (publik).
Dimanakarakter birokras menunjukan ha-ha an-
taralain, gpatis, menolak berurusan, berskapdingin,
memandang rendah yang dilayani, mekanismebe-
kerjaseperti robot dan salalu saling melempar tang-
gung jawab. Pendek kata sistem birokrasi di
Indonesiaumumnyadinilai masih sangat buruk. Hal
ini berdasarkan penditian yang dilakukan oleh“ The
Asia Foundation”, bahwa praktik birokrasi di
Indonesiayang terkait dengan pendaftaran usaha
termasuk saah satu yang terburuk di dunia. Sebagai
contohAmerikaSerikat hanyamelalui 4 prosedur
yang dilaui untuk mendaftar usahanya. Prosespen-
daftaran memakan waktu 4 hari. NegaraThailand,
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terdapat 7 prosedur dan memakan waktu 22 hari.
Di Vietnam, ada1l macam prosedur denganwaktu
rata-tara 50 hari. Di Indonesia, pengusaha harus
melaui 12 macam prosedur dan waktu pengurusan
rata-rata 128 har i- 151 hari, sangat tidak efisien.
Selanjutnyadari hasil penelitian Gover-
nance Assessment Survey yang dilakukan oleh
pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM
padatahun 2006 di sepuluh Propins di Indonesia
termasuk Proping Riau dan K otaDumai, menun-
Jukkan bahwaperseps masyarakat tentang pelaya-
nan publik mash sangat buruk. Yang lebih mengg ut-
kanidah bahwasebagian besar responden mengata:
kan bahwapenyebab kegagdan usahadi dagrahidah
Birokras yang korup (41,7%), kepastian hukum atas
tanah (33,1%), dan regulasi yang tidak pasti
(25,2%). Informasi ini jelas menunjukkan bahwa
pelayanan publik di daerah belum berhasil menjadi
penggerak investas . Sebdiknya, banyaknyake uhan
publik justru menjadi sumber penghambat dari
investas dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
(Wahyudi Kumorotomo, 2007, 3).
SelanjutnyaWahyudi (2007:3), adaduahal
penting yang perlu dicermati dari Igooran Governance
Assessment Survey , yaitu 1) bahwasecaraumum
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pelayanan publik di Indonesiabel um berpihak kepa-
daparapdaku ekonomi kerakyatan atauwargamis-
kin, 2) bahwakorupsi birokratis sudah merambah
hinggaketingkat pd ayananyang pding rendah, yatu
daam bentuk suap, uang pelicin atau “ uang ekstra’
lannya

Berdasarkanredlitadi atas, makapermasa
lahannyaadal ah, bagaimanamembangun kembali
legitimasi/ kepercayaan masyarakat atau publik ter-
hadap birokrasi, dimanamasyarakat sangat men-
dambakan mutu pel ayanan publik. Untuk memenuhi
tuntutan tersebut, Presiden Republik Indonesiatelah
menangapinya dengan menyusun Instruks Presiden
Nomor 5 tahun 2004, Tentang percepatan Pembe-
rantasan Kolusi, Korups dan Nepotisme. Sebagal
tindak lanjut dari Instrukd tersebut, sdah satu agenda
yang harusdilakukan pemerintah addah meakukan
perubahan dan penyempurnaan sistem mang emen
Pegawal Negeri Sipil. Presiden jugatelah menetap-
kan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
Tentang RencanaProgram JangkaMenengah 2005
2009. Dimanapada Bab 14 dokumen tersebut me-
ngatur arah kebijakan perbaikan birokras pemerin-
tah gunamenuju tata pemerintahnyang baik. Perta-
nyaannya ada ah baga manalangkah kongkrit untuk
mewujudkan hal tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
makasdah satu dternativeyang perlu dikembangkan
adalah perspektif pelayanan publik, yang diwujud-
kan dalam tindakan-tindakan yang nyata berupa
kinerjape ayanan publik yang mampu menerapkan
pelayanan publik yang berwawasan good
governance..

Upaya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Ada beberapa alasan mengapa dimensi
kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan
(parapenggunajasa) di sektor publik sangat penting
untuk diperhatikan oleh parabirokrat. Pertama, para
penggunajasasektor publik secaralangsung atau
tidak langsung telah mengel uarkan uangnyauntuk
jasayang diterimaatau dibutuhkan, sehinggawagjar
masyarakat menuntut kepuasan sebagai haknya.
Kedua, aparatur sebagal public servant telah mene-
rimaggi ddam memberikanjasapelayanan, dengan
demikian dituntut kewgjibannyauntuk mencari cara:
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caradalam memberikan kepuasan kepada pelang-
gan. Di dalam praktek pemerintah kurang memper-
hatikan apresias kepadamasyarakat yang mendu-
kung dan butuh pelayanan. Selamaini adakecen-
derungan birokrasi kitaterlalu disibukan dengan
peraturan-peraturan atau regulasi yang kadang-
kadang menyulitkan masyarakat dalam berurusan
dengannya, baik dalam memenuhi kewajibannya
maupun menuntut hak-haknya, disisi yang lain
birokras belum banyak memikirkan bagimaname-
ngupayakan untuk memberikan pelayananyang baik
kepadamasyarakat.

Adanyapermasal ahan tersebut sebenarnya
telah memicu tuntutan perubahan atau reformas,
termasuk di dalamnyadaam hal pelayanan publik,
dimanapemerintah dituntut untuk; 1) Memiliki ke-
mampuan menumbuhkan good governance, 2)
Memiliki kemapuan untuk memberikan hak-hak oleh
gparat pelayan kepadamasyarakat, 3) Memiliki pe-
mahaman dan perilaku sense of crisis , 4) Memiliki
kemampuan profesiond, public accountability and
responsibility, 5) Memiliki kemampuan untuk me-
menuhi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Sebagamanatelah diuraikan terdahulu, bah-
waddam stuas perkembangan duniayang semakin
memihak kepada perubahan orientas binisdan ling-
kungan, makakemampuan dan dayasaing organi-
sas ddamhd ini organisas publik sangat diperlukan
untuk menjawab tantangan zaman. Sebab apabila
hal ini diabaikan atau tidak diwujudkan, makaorge:
nisas yang bersangkutan tidak efektif dan efisien,
produktivitasnyamenurun, akibatnyake angsungan
hidup organisasi dapat diragukan atau tidak dapat
dipertahankan.

Daamreditanya, sudah mula menunjukkan
kecenderungan bahwa tingkat kepercayaan ma-
syarakat terhadap organisas publik mula menurun,
sgjalan dengan perkembangan masyarakat yang
sudah semakinkritis, dimanamerekamula menuntut
kualitas pelayanan prima, karenamerekamerasa
telahmembayar atau mengd uarkan uang untuk men-
dapatkan pelayanan publik. Ddamhd ini organisas
publik besertaaparaturnyaharus mampu menge-
depankan keunggulan kompetitif. Pilihan ini
merupakan conditio sine quanon bagi organisas
publik, jika tidak ingin ditinggalkan para
pelanggannya
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Menurut David Osborne & Ted Gaebler
(1996:94), bahwa terdapat manfaat yang dapat
diperoleh organisasi publik apabila berorientasi
padasistem kompetis, yaitu; 1) Kompetis men-
datangkan efisens dan mendapatkan banyak uang,
2) Kompetis memaksamonopoli pemerintah untuk
merespon sega akebutuhan pelanggan. Kompetis
memaksa organisasi publik untuk melakukan
perbai kan mendasar dalam kualitasdan pelayanan
publik, 3) Kompetis menghargal inovas. Kompetis
memaksaorganisas publik untuk menemukan pola:
pola baru dalam memberikan pelayanan prima
kepada publik, 4) Kompetis: mampu membang-
kitakan rasahargadiri dan semangat juang pegawal
publik. Kompetis memaksaagparatur untuk bekerja
keras, sehinggadapat meningkatkan hargadiri para
pegawai negeri. Berdasarkan pendapat David
Osbornetersebut, untuk merath manfaat melalui
sistem kompetisi, makaparapegawal negeri seba
ga pelayan publik dituntut untuk senantiasainovatif
daammemberikan pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik hanyaakan di-
wujudkan, jikadi dalam organisas pelayanan ter-
dapat Sstem pelayanan yang mengutamakan kepen-
tingan warga Negara, khususnya pengguna jasa
pel ayanan dan sumberdayamanusiayang berorien-
tasl padakepentingan wargaNegara. Oleh sebab
itu tigp-tigp unit pelayanan publik harusfokuspada
kepentingan wargaNegara, sebagal konsekwens
dari adanyakemauan pemerintah dan kepeduliannya
menyelenggarakan pelayanan publik yang berkua-
litas. Apalagi dalam kondisi saat ini, dimanapara
penyeenggarapdayanan publik tidak hanyaharus
mampu bersaing dengan pihak swasta, tetapi juga
harus mampu bersaing atau berkompetis ditingkat
lokal, nasond, regiona bahkaninternasond.

Kualitas pelayanan, sebaga manamenurut
Goetsch dan Davisdalam LembagaAdministrasi
NegaraRepublik Indonesia, (2006:16) di definiskan
sebagai suatu kondis dinamisyang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, prosesdan lingku-
nganyang memenuhi atau meebihi hargpan. Kuditas
pelayanan juga diartikan sebagal sesuatu yang
berhubungan dengan terpenuhinyaharapan/kebutu-
han pelanggan.

Penilaianterhadap kuditaspelayanan dila-
kukan pada saat pemberian pelayanan, yaitu ter-
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jadinyakontak antara pelanggan dengan petugas
pemberi pelayanan (service contact person).
Kualitas pelayanan akan terlihat dari kesesuaian
pelayanan yang diterimadengan apayang menjadi
hargpan dan keinginan pel anggan tersebut. Kualitas
pelayanan jugadiartikan dimanakeunggulan produk
tidak hanyadiukur dari karakterstik produk yang
ditawarkan sga, tetapi jugapd ayananyang menyertai
produk tersebut seperti carapembayaran, ketepatan
penyerahan dan sebagainya.

Menurut Nunik Retno Herawti, (2001:176),
keunggulan atau kei stimewaan suatu produk dapat
dibagi menjadi, keistimewaan langsung dan kel ti-
mewaan atraktif. Kestimewaan langsung berkatan
dengan kepuasan pel anggan yang diperoleh secara
langsung dengan mengkonsumsi produk yang
memiliki keunggulan, misal kemasannya, cara
penggunaannya ataupun khasiat dan kegunaan
produk. Sedangkan keistimewaan atraktif adalah
berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang tidak
langsung, membutuhkaninovas dan pengembangan
yang terus menerus, misalnya adanya staff yang
ramah dan profesional ditunjang oleh kenyamanan
dalam memperoleh layanan yang membawa ke-
puasan yang bersfat pskologis. Kepuasanini sdau
akan diingat dan bahkan akan diceritakan kepada
teman-temannya. Dengan demikan jelas, bahwa
berbicara tentang pelayanan yang berkuditassdau
memiliki fokus kepadapelanggan atau ““customer
focused quality““. Dengan demikian penyelengga
raan pelayananyang berkuditasmemerlukan desain
ddam rangkamemenuhi keinginan pel anggan.

Sianipar ddam Retno, (2001:176), menga-
takan dalam memahami kebutuhan pelangganyang
sesuai dengan ekspektasi mereka, ada beberapa
cara, yaitu; 1). Reaktif, yaitu memahami kebutuhan
pelanggan dengan mendengarkan kel uhan pelang-
gan. Pendekatanini kurang efektif dalam mencipta:
kan pelayanan yang memuaskan pelanggan secara
berkes nambungan, 2) Aktif, yaitu memahami kebu-
tuhan pelanggan dengan menjawab setiap ada
pertanyaan pel anggan dan menawarkan jasayang
disediakan. Pendekatan ini kurang efektif, karena
tujuannyabaru padatingkat mendengar secaraaktif,
belum menggali apaekspektas pelanggan, 3) Pro-
aktif, yaitumemahami kebutuhan pelanggan dengan
caraaktif menjaring informas apayang berkaitan
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dengan ekspektas pelanggan. Pendekatanini dipan-
dang pding efektif untuk memahami kebutuhan pe-
langgan. Dilakukan dengan carame akukan wawan-
caraatau survey, 4). Benchmarking, yaitu mema-
hami kebutuhan pelanggan, melalui suatu proses
pengukuran pelayanan yang dilakukan secaraterus
menerus dengan caramembandingkan pelayanan
terbaik dari instang lain yang menjadi pesaingnya.
Pendekatan ini memiliki suatu komitmen membuat
lebih baik dari yang terbaik.

Dari keempat caratersebut, adaduacara
yang dipandang sebagai carayang efektif dalam
upaya pelayanan publik yang berkualitas. Kedua
caraini pun dapat dikatakan sebagal langkah menuju
komptitif. Denganmeminjamidtilahdibidang kegia:
tan bisnis, langkah menuju kompetitif dilakukan
dengan penerapan formula yang disebut “Total
Quality Management” sering disingkat dengan
TQM. Total Quality Management, adalah suatu
pendekatan dalam menja ankan bisnisyang mengu-
payakan untuk memaks ma kan dayasainglembaga
melalui perbaikan yang berkesinambungan dari
mutu produk, jasa, proses dan lingkungan (Mana-
jemen, dalam Nur Hidayat Sardini, 2001, 165). Di
dalam konsepsi tentang TQM, terdapat 10 elemen
yang harusdiperhatikan dalam melangkah menuju
kompetitif, yaitu; 1) Fokuskan pada pelanggan
(focus of costumers), baik pelanggan eksternal
maupun pelanggan internal, 2) Obsesi kualitas
(quality obsessiveness), artinya organisasi publik
memiliki sumber daya manusia yang senantiasa
terobses untuk memenuhi atau me ampaui mutuyang
diharapkan pelanggan, 3) Pendekatan ilmiah
(scientific approach), yaitu melakukan pendekatan
ilmiah dalam mendesain struktur kerja, pengambilan
keputusan, penyelesaian masalah dan melakukan
perbaikan, 4) Komitmen jangkapanjang (long term
commitment), yaitu dalam penerapannyamerupa-
kan suatu budaya yang memerlukan komitmen
jangkapanjang dari seluruh karyawan/pegawal, 5)
Pekerjaan tim (team working), yaitu memandang
penting kerjatim gunamemenangkan persaingan,
6) Sistem yang menuju kea rah perbaikan yang
berkesinambungan (system of sustainable
improvement). Sistim kerjamesti diperbaiki secara
terus menerus, 7). Pemberian kewenangan
(delegation of authority), yaitu Sumber daya
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manudayang terlatih diberi kesempatan ambil bagian
dalam proses pengambilan keputusan, 8) Tunggal
dalam tujuan (one of goals), yaitu bersatu dalam
satu tujuan memperbai ki mutu, sehinggadayasaing
produk dan jasa meningkat, 9. Pemberdayaan
(empowering) sumber dayamanusia, yaitu dalam
penerapan TQM menuntut pemberdayaan pekerja,
agar menghasilkan hal yang lebih baik dan merasa
ikut memutuskan dan ikut memiliki keputusan.
Dengan demikianimplementas keputusan lancar,
10). Pendidikan dan pelatihan (skilled and trained
labors). Dalam organisas yang sadar mutu, setiap
orang terusmenerusbe gar. Mang emen mendorong
parakaryawan untuk meningkatkan tingkat keahlian
teknisdan profesiondl.

|zadi ddlam LembagaAdministras Negara
RI, (2006:36), untuk mewujudkan kualitas, konsep
mang emen harus memfokuskan pada upayaber-
samasd uruh manger dan pegawal untuk memenuhi
harapan pelanggan meldui perbaikan operasional,
proses mangjemen dan produk secaraberkel anju-
tan. Untuk itu dari segi kelembagaan, harus me-
ngaami redefinig tentang vis, mig, peran, srategi,
implementas danevauas. Di sampingitulembaga
dalam hal ini birokrasi/organisas harus menjalani
restrukturisas danreorientas sertadiang. Sdanjut-
nyaditinjau dari segi tatakelolaorganisas yang balk,
mang emen dgpat mel akukannyame dui mekanisme
informa maupun mekanismeeksternd. Mekanisme
eksternal, dimaksudkan focus kepadabagaimana
organsasi melakukan interaksi dengan pihak
eksternal dapat berjalan secara harmonis tanpa
mengabakantujuan organisas. Kemudianorganisas
dikelola dan diatur dengan mandat yang telah
diberikan oleh pemilik dan masyarakat. Mengambil
tindakan yang seriusdan bertanggung jawab kepada
kemakmuran.

Birokrasi dan Pelayanan Publik

Telah diuraiakan terdahulu bahwadimens
kualitas pelayanan dan kepuasaan pelanggan di
sektor publik sangat penting untuk diperhatikan oleh
paraaparatur/birokrat. Adaduaalasan yang me-
landasinya, yaitu: Pertama, para penggunajasa
sektor publik (pelanggan) secaralangsung atautidak
langsung telah mengel uarkan uangnyauntuk jasa
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yang diterimanyaatau dibutuhkan, sehinggawajar
apabila masyarakat/ warga menuntut adanya
kepuasan dalam pelayanan publik. Kedua, Aparatur
Negara sebagal public servant yang telah meneri-
magqji atastugasnyadalam memberikan jasape-
layanan. Oleh sebabitu merupakan kewsjiban bagi

pemerintah untuk mencari cara-carayang lebihbaik
dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat
atau pelanggan.

Waaupun begitu, ddam reditayang ditemui
atau dalam prakteknyapemerintah kurang atau be-
lum secaraoptimal memberikan apresiasi kepada
pelanggan/masyarakat. Kebanyakan organisasi
publik kitamasih sering dijumpai fungs mengatur
yang lebihdominan dibandingkanfungs pelayanan
publik. Adatigahal menyangkut kecenderungan
birokras, yaitu usahabersfat monopoli, usahaber-
sifat selamanyadan usahadianggap sebaga Smbol
yang suci (hukum, etika, moral bersama, sosia dan
kontrol).

Menurut Donald P. Warwick, kecende-
rungan organisasi pemerintah menjadi tuan dan
bukan pelayan masyarakat, mengakibatkan takutnya
orang-orang dalam mengambil prakarsa. Menum-
puknyaberkas-berkas|aporan, terbuangnyawaktu
dan terkurasnyadanapemerintah. Birokrasi cen-
derung untuk tumbuh dan menjadi kekuatanraksasa
yang mengatur kehidupan masyarakat demi
kepentingan birokras itusendiri. Ha ini dissbabkan;
1) Mengelolaurusan hagjat hidup orang banyak, 2)
Bersifat monopolistic, 3) Organisasinyabersifat
raksasa, 4) Anggaran yang dipergunakan berukuran
raksasa, 5) Birokras sangat rentanterhadap ingitus
palitik, 6) Secaragenerik ukuran keberhaglankinerja
birokras sendiri sudahtidak sesual dengan tuntutan
organisasond yang baru, 7) Birokras memangtidak
pernah menyadari ada perubahan besar di dunia,
Birokras sangatlah Commanding dan Centralistic.

Sondang P. Siagian, dalam Nunik R.
Herawati, (2001: 179) mengemukakan karakter
birokras Indonesia yang menyebabkan masyarakat
sering alergi apabilaberurusan dengan birokrasi,
yaitu, 1) Apathy (apatis), bersikap acuh tak acuh
terhadap penggunajasa. Masyarakat sering dipan-
dang sebagal pihak yang membutuhkan, merekayang
harusmengikuti keinginan birokrat, sehinggamuncul
birokrasi minta dilayani, bukan yang melayani
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masyarakat, 2) Brush off (menolak berurusan),
berusaha agar pembutuh jasa tidak berurusan
dengannya. Hal ini dapat menimbulkan prilaku
birokras yang negatif, misdnyaorang yang berurusan
harusmenunggu lama, mengulur waktu, atau bahkan
menyuruh orang kembali padawaktu yanglain pada
hal dapat diselesaikan padawaktuitu, 3) Coldness
(dingin), kurang ramah dalam memberikan layanan,
gparaur kurang Impetik, seperti ditunjukkan dengan
mukayang cemberut, tidak pernah senyum, bersikap
kasar dan tidak banyak bicara, 4) Condescension
(memandang rendah), memperl akukan merekayang
membutuhkan pelayanan sebagai orang yang tidak
tahu apa-apa, sehingga penyelesalan urusan ter-
gantung menurut keinginan aparatur, 5) Robotism
(bekerja mekanis), bekerja secara mekanis dan
memperlakukan pembutuhjasadengan perilaku dan
tutur katayang samadan monoton, 6) Role Book
(ketat padaprosedur), ketat pada prosedur dan me-
|etakan peraturan di atas kepuasan pembutuh jasa,
7 Rondaround (pingpong/saling lempar tanggung
jawab), untuk menyel esaikan suatu urusan, masya-
rakat penggunajasamenghubungi pelbagai pihak
yang saling lempar tanggung jawab. Implikasinya
urusan birokras selau berbdlit-belit dan memakan
waktu yang lama, karenapekerjaan yang seharusnya
bisadisel esaikan ol eh seseorang dalam kenyataan-
nya melibatkan beberapa meja yang tentunya
berakibat matarantal penye esaian yang panjang.

Selanjutnyamenurut Coralic Bryant dalam
Retno R. Herawati,(2006:180) bahwatipeorganises
dan pegawal dalam memberikan pelayanan public
dibagi daam limatipe. Semakin tinggi tahapannya
makasemakin baik sebuah organisas publik, yaitu;
1) Organisasi dan pegawainyasama sekali tidak
menaruh perhatian kepada orang yang membutuh-
kan jasapelayanan, 2) Kualitas pelayanan sudah
diketahui tetapi belum menjadi bagian dari tiap
tindakan dan perilaku layanan yang diberikan, 3)
Organisasi dan pegawal menyadari untuk mem-
berikan layanan yang memuaskan tetapi belum ada
usahayang seriusuntuk mel aksanakan, 4) Organisas
dan pegawal giat berusahamencari carapemberian
layanan public yang berkuditasdan memuaskan, 5)
Obses dankomitmen organisas dan pegawal addah
memberikan pelayanan yang berkualitas dan
kepuasan pelanggan.
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Dari limatahap tersebut, kebanyakan kecende-
rungan birokrag kita, baik di Pusat maupun di deerah
masih dalam tahapan ketiga, yaitu sebenarnya
organisas dan pegawa nyasudah menyadari tentang
fungsinyada am memberikan pelayanan yang baik
atau memuaskan, tetapi belum seriusdalam pelak-
sanaannya. Adapun tahapan yang hendak dicapai
oleh aparatur pemerintah dalam era kompetitif,
tentunyaadal ah tahapan terakhir, yaitu komitmen
untuk memberikan pel ayanan yang berkuditasdan
memuaskan pelanggan/masyarakat. Apabilahal ini
dapat terwujud, akan berimplikas positif, baik dari
aspek politismaupunfinancial. Dari aspek politis,
berupatingkat kepercayaan dan dukungan masyara:
kat terhadap aparatur pemerintah meningkat. Dari
aspek financid, pendapatan pemerintah balk di pusat
maupun di daerah akan mengdami peningkatanyang
berarti. Ha ini mungkinmenjadi sdah sstu dterndive
yang paling aman bagi pemerintah untuk
mendapatkan pendapatan di luar pgak, yaitu dengan
memungut dari mereka yang menggunakan jasa
pelayanan pemerintah. Di kalangan masyarakat
mungkin akan menerimanyapendekatanini, karena
adaunsur keadilan atau tukar menukar, dimanabagi
merekayang tidak membutuhkan pelayanan tidak
harusmembayar. Bagi merekayang membutuhkan
pelayanan baru dikenakan biaya pelayanan.
Orientad ini, menurut Nunik R. Heraweti (2001:181)
harusdimiliki oleh setiap unit organisasi maupun
gparaturnya, yaitu mengubah orientas pemerintahan
yang membel anjakan menjadi menghasilkan.
Pemerintah sampal saat ini masih beru-
payauntuk meningkatkan kuditaspeayananmdaui
berbagal upaya, berkaitan dengan upayauntuk me-
ningkatkan kualitas pelayanan publik, beberapa
pimpinan di daerah memang telah menunjukkan
komitmennya. Adanyakebijakan otonomi daerah
memang telah mendorong daerah untuk berpikir dan
bertindak kompetitif, terutamadalam upayauntuk
menarik para investor, memacu perkembangan
pembangunan daerah ddamrangkamenekan angka
pengangguran. Berhasi| tidaknya upayatersebut,
sangat ditentukan oleh komitmen oleh pimpinan
daerah, seperti Gubernur, Bupati/Walikota serta
dukungan dari DPRD, pers/media, LSM dan
masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik, akan berhas| jikadidukung oleh
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duafactor, yaitukomitmen dari KepdaDaerah, para
tokoh politis daerah dan masyarakat sendiri. Artinya
adanyakomitmen seorang KepaaDagrah ddam ha
ini Bupati/Waikotadaam mengupayakan pe ayanan
yang berkualitastidak cukup (tidak akan berhasil),
gpabilatidak didukung olehwarganyayang menjadi
penggunajasapel ayanan publik. Sebaiknya pihak
masyaraka menunjukkan keresahan sebagal akibat
dari mutu pelayanan yang masih tergolong rendah
dan menuntut pelayanan publik yang berkualitas,
tetapi pihak pimpinan daerah dan elit politik tidak
meresponnyamelaui upaya perubahan, maka kua-
litas pel ayanan publik hanyamimpi belaka.

Memperhatikan Governance Assessment
Survey, yang dilakukan oleh PSKK UGM, 2006,
menunjukkan bahwaindekskualitastatapemerin-
tahan daerah di Indonesia, kebanyakan masih bera-
dadi bawah angka0,5. Berdasarkan datatersebut
diperolehinformas bahwaterobosan kebijakanyang
menyangkut pelayanan publik hanyaakan berhasi|
gpabiladidukung oleh factor-faktor kepemimpinan
daerah dan keinginan masyarakat sendiri untuk
berubah lebih baik (lihat W.Kumorotomo). Selan-
jutnyamenurutnya, mencontohkan Gorontao seba
gal Propins baru hasil pemekaran, menunjukkan
indekskuditaspemerintahannyatermasuk tertinggi,
tetapi secaraumum tingkat kesejahteraan masya-
rakatnyamas htertinggd jikadibandingkan dengan
daerah lainnya. Mengapa demikian ? Menurut
Kumorotomo, salah satu penjelasan yang masuk
akal dari fenomenaini adalah bahwamenciptakan
sebuah sistem yang baru dengan tim kerja
pemerintahan yang baru terkadang lebih mudah jika
disbanding memperbaiki s stem yang sudah berlaku
sekian lamasehinggaterdapat resstens yang kuat
terhadap perubahan. Banyak daerah yang mengdami
kebuntuan kebijakan dalam upayauntuk mening-
katkan kualitas pelayanan publik. Namun daerah-
daerah baru yang sedang mengembangkan sistem
yang lebihbalk jugatidak s duterjamin peningkatan
kualitas pelayanannya, apabilamomentum untuk
mel akukan perubahan tidak dimanfaatkan dengan
bak.

| ntinyaadal ah mau atau tidak melakukan
perubahan. Perubahan bukan Cumabergulir di ddam
industri dan duniausaha, melainkan jugadi sektor
pemerintahan. Rhenald Kasali (2005, xxvi-xxix),
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mencontohkan berkat parachange makers, nasib
bangsa-bangsatelah berubah menjadi |ebih baik. Di
tangan Lee Kuan Yew, Singapurayang Cumapunya
lapangan sepak bola (pantainya jelek) berubah
menjadi daerah investasi dan perdagangan yang
ramal. DesaUbud di Bali berubah menjadi desaseni
yang indah, oleh RgjaUbud TjokordaGdeAgung
Sukawati. Berkat Jose MariaFigueres, orang-orang
Costa Rica yang tadinya bertelanjang dada dan
bekerjadi kebun pisang berhasil menjadi warga
negaraindustri yang kayadi AmerikaL atin. Berkat
orang-orang muda, City of Charlotte di negara
bagian North Carolinadi Amerika Serikat berubah
menjadi kota dengan pelayanan dan kesejateraan
terbak.

Untuk melakukan perubahan sudah ba-
rang tentu tidak mudah, perlu ada pemahaman yang
berkaitan dengan konsep dan teori perubahan itu
sendiri. Menurut Rhenald Kasali (2005,98), mene-
gaskan setidaknyaadadel apan teori/ mental model
yang dipernalkan. Dari kedel apan teori tersebut,
salah satunyayang dianggap sesual dengan pemba:
hasan ini adal ah teori motivas dari Becckhard dan
Harris. DimanaBeckhard danHarris menyimpulkan
perubahan kan terjadi kalau adasejumlah syarat,
yaitu; a) manfaat —biaya Manfaat yang diperoleh
lebih besar dari padabiayaperubahan, b) K etidak-
puasan. Adanya ketidakpuasan yang menonjol
terhadap keadaan sekarang, ¢) Persepsi Hari Esok.
Manusiadalam suatu organisasi melihat hari esok
yang dipersepskanlebihbak, d) Carayang praktis
Adacarapraktisyang dapat ditempuh untuk keluar
dari Stuas sekarang.

Dirumuskan secara matematika seder-
hana, persamaannyadapat ditulissebagai berikut: a
b ¢ > d, dimana a=ketidakpuasan, b= Perseps
hari esok, c = adacarayang praktis, dan d=Biaya
untuk melakukan perubahan. Logikaini menun-
jukkan pentingnyaefisens dalam perubahan agar
manfaat yang diperoleh cukup memotivas peruba-
han dan perlunya upaya-upaya mendiskreditkan
keadaan sekarang sebagai keadaan yang buruk
sehinggakitamerasaperlu untuk segerabergerak
(Rhenald Kasali, 2005:100).

Ddam hubungannyadengan hd tersebut,
muncul pertanyaan, mana yang lebih penting,
menjanjikan hari esok yang lebih baik (mengajak
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audience bermimpi tentang esok), atau mendiskre-
ditkan situasi hari ini? Beckhard dan Harris,
menganjurkan agar sebaiknyakitafokuskedepan
daripada berbicara tentang masalalu yang telah
memberikan dampak negative padahari ini. Hal ini
disebabkan oleh temuan-temuan yang menyebutkan
bahwafokusterhadap hari esok : @). Memberikan
semangat (optimisme) dan membuang perasaan-
perasaan pesimis, b). Mendorong orang-orang me-
nentukan perannyadalam perubahan, dan mencip-
takan kepatuhan, ¢). Mengurangi ketidakpuasan dan
perasaan-perasaan tidak nyaman, d). Memberikan
focus perhatian pada upaya-upaya mengatasi
masal ah ketimbang pada symptom-symptom untuk
membuat kegiatan dan organisasi bekerjasecara
efektif.

Meskipunteori ini dianggap lebih sempur-
na, disadari masih adanyakelemahan-kel emahan.
Salah satunyaada ah tidak mudah menggjak orang-
orang percayaterhadap apayang merekalihat dan
tidak mudah mengajak mereka melihat atau ber-
perseps tentang hari esok.( Rhenald Kasali, 2005,
101).

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai
langkahbirokras ddam meakukan perubahanddam
hd ini pelayanan publik. Beberapaprindp dasar yang
perludiperhatikan dalamimplementas paradigma
baru mang emen pemerintahan adal ah sebagi beri-
kut, Pertamakarenapel ayanan publik adalahtarget
dari semuaproses mang emen publik, makaketer-
libatan publik (customer orientation), dalam proses
mangjemen publik sudah merupakan conditio sine
quanon (sebuah kondis keharusan). Orientad publik
akan lebih memudahkan pegawai publik dalam
menjaankan fungsinyaoleh karenasemakin banyak
melibatkan publik, makaakan semakin kecil tingkat
resistens merekaterhadap publik.

Kedua, oleh karenaorientas publikini,
makapelayanan publik harusdimangj secarapro-
fesona dengan mel akukan modd-modd konsultas
publik (public consultation), debat publik ( public
debates), ataupun forum publik (public forum) yang
memungkinkan koreks dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Ketiga, paradigmapeayanan publik telah
bergeser dari imagebirokrasi yang malas (mahal,
lambat dan seram) menjadi pelayanan publik yang
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murpatmah (murah, cepat dan ramah). Untuk
implementas paradigmaini sudah barang tentu harus
dipersigpkan sumber dayamanusiayang relevandan
mendukung terhadap kualitas pelayanan publik.
Untuk itu, integras mangjerid yang bermuarapada
peningkatan kualitas pelayanan publik ini harus
dilakukan sgak awa, khususnyasgjak tahap peren-
canaan korporatif dan strategiknya. (Teguh Yuwono,
2001:16).

Konsep Maklumat Pelayanan sebagai Salah
Satu Strategi

Sebagaimana kitaketahui, tugassuatu Ne-
gara adalah memberikan pelayanan bagi warga
negaranya, bahkan pelayanan menjadi tugasyang
sangat penting dalam menye enggarakan pemerin-
tahan Negara. Tetapi dalam kenyataannyakondisi
pelayanan yang dalam hal ini disebut dengan
“pelayanan publik” di Indonesiamasih mempriha:
tinkan. Pelayanan publik, adal ah suatu bentuk pela-
yananyang ditujukan untuk kepentingan masyarakat
yang dilakukan oleh organisasi non profit. Kamus
Free Dictonary, dalam Lembaga Administrasi
NegaraRl, (2006:5). Sedangkan konsep pelayanan
publik sebagaimanamenurut K eputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/
M.PAN/7/2003, diartikan sebagal segalakegiatan
pelayanan yang dil aksanakan ol eh penyelenggara
pelayanan publik sebagal upayapemenuhan kebutu-
han penerimape ayanan maupun pel aksanaan keten-
tuan perundang-undangan. Selanjutnya menurut
Keputusan tersebut, pelayanan publik dapat dikla-
sifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu; 1).
Kdompok pdayananAdminidratif, yatu peayanan
yang menghasi|kan berbagal bentuk dokumenresmi
yang dibutuhkan oleh publik, misdnyastatuskewar-
ganegaraan, sertifikat kompetens, kepemilikianatau
penguasaan terhadap barang dan sebagainya, contoh
: KTP. Akte Kelahiran, Akte Kematian, SIM,
STNK, BPKAB, IMB Paspor dan sebagainya, 2).
Keompok peayanan barang, yaitu pelayananyang
menghasilkan berbagi bentuk/jenis barang yang
digunakan oleh publik, misalnyajaringan telepon,
tenaga listrik, air bersih dan sebagainya, 3).
Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang
menghasilkan berbagal jasayang dibutuhkan oleh
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publik, misanyapendidikan, memeliharaan keseha
tan, penyelenggaraan jasa transportasi, pos dan
sebaganya

Berdasarkan klasifikas tersebut, dihubung-
kan dengan kondis pelayanan publik di Indonesia,
mengutip apa yang disampaikan oleh Anwar
Supriyadi (2004.7), dalam sambutannya sebagai
KepalaLembagaAdministrasi Negara Republik
Indonesia, pada peserta Diklatpim Tingkat 11
Angkatan X111 KlasA dan B, sebagai berikut; 1).
World Invesment Report 2003 Indeks Foreign
Direct Invesment periode 1999-2001, dari 140
negara, Indonesiaurutan ke 138. Setelah itu Gabon
dan Suriname (1994 — 1996 Indonesiake 52), 2).
Human Devel opment Report 2002, UNDR, dari 173
negara, Indonesiaberadadiurutan ke 110 di bawah
Philipina, Chinadan Vietnam, 3). Country Risk
(Marvin Zonish & Assciate) dari 185 negara,
Indonesiaurutan ke 150 di bawah nyaAfganistan,
Burundi dan Somalia, 4). Indonesia menempati
urutan ke 3negara pembajak software (85 % total
penggunaan software adalah bajakan), 5). Survey
Political and Economic Risk Consultancy tahun
2002, Indones atercatat terkorup di Asia. Menurut
Tranparancy Internasional, Indonesia padaposis
ke 7 terkorup dari 102 negara, 6). Kepala
perwakilan Bank Dunia(Andrew Steer) 8 Juni 2004
: a Tingkat penggunaan ligtrik, Indonesapadaurutan
terakhir dari 12 negaraAsia, b. Pelanggan telepon
seluler uruan ke 9 dari 12 negara, c. Aksessanitasi
urutanke 7, d. Aksesjalan urutanke 8, e. Air bersih
uutan ke 7 (air bersih menjangkau 16 % total
populasi). 7). World Development Report 2004,
akses rakyat terhadap pelayanan publik masih
rendah (pendidikan, kesehatan, air bersih).

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut,
pemerintah negaralndonesiadituntut kemampuan-
nyadan komitmennyauntuk memenuhi tuntutan
kuaitasdan kuantitasjasalayanan publik oleh peng-
guna(publik). Berbagal upaya/usahatel ahdilakukan
oleh pihak pemrintah gunameningkatkan kuaitas
pelayanan publik. Upayatersebut dapat dibuktikan
dari telah dikd uarkannyakebijakan-kebijakanyang
berkaitan dengan pelayanan, yaitu; 1) Inpres No. 5
Tahun 1984, tentang Pedoman Penyederhanaan dan
Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha, 2) Surat
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
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NegaraNo0.81 Tahun 1993, tentang Pedoman Tata-
lasana Pelayanan Umum, 3) Inpres No. 1 Tahun
1995, tentang Perbaikan dn Peningkatan Mutu
Pelayanan Aparatur Pemerintah KepadaMasya-
rakat, 4) Surat Edaran Menko Wasbangpan No.
56/Wasbangpan/6/98, tentang L angkah-langkah
Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat, 5)
Instruksi Mendagri No. 20/1996, Surat Edaran
Menkowasbngpan No.56/M K .Wasbangpan/6/98,
Surat Menkowasbangpan No.145/MK. Waspan/
3/1999, Surat Edaran Mendagri No.503/125/
PUOD/1999, 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003,
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelaya-
nan Publik, sebagal upaya lebih lanjut terhadap
perbaikan pelayanan publik. Perturan Pemerintah
No.65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar PelayananMinimal.

Untuk memenuhi perbaikankuditaspdaya-
nan publik tersebut, makapendekatan struktur fung-
sional dapat digunakan. Dalam hal ini adaduahal
perlu mendapat perhatian,yaitu pertama, “restruk-
turisas birokras”, dimanakuditaspelayanan publik
sangat dipengaruhi oleh individual actor, makare-
drukturised sudah barangtentudimula dari individu-
individu yang beradadigarisdepan peayanan publik.
Pelayanan publik dapat didorong dan ditingkatkan
jikafactor yang dapat mengubah atau pembentukan
aparat dapat diperbaiki, diperhatikan dan dipenuhi,
seperti leadership style, reward system and
allocation, work satisfaction and motivation.
Kedua, refungsionalisasi dalam mangemen pela-
yanan publik, dimanaorgnisas publik harusmene-
tapkan visi dan misinya yang diarahkan kepada
publik.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian ber-
samamengingat faktasgarah bagsa, Sgemadminis-
tras yang sekarang diterapkan adalah peninggalan
pemerintah colonid yang jugamemiliki dasar-dasar
hukum dan kepentingan colonid. Struktur birokrad,
norma, nilal danregulas yang adasekarangmasih
berorientas padapemenuhan kepentingan penguasa
daripadapemenuhan hak sipil wargaNegara. Tidak
mengherankan jika struktur dan proses yang
dibangun merupakaninstrumen untuk mengatur dan
mengawas perilaku masyarakat sebagai pelayan,
bukan sebdiknyauntuk mengatur pemerintahdaam
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tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat
(Eko Prasojo, 2007:1).

Sdanjutnyamenurut Eko Prasojo, (2007:1),
ditegaskan bahwaketidak mampuan pemerintah
untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai
danregulas yang berorientas colonia tersebut telah
menyebabkan gagal nya upaya untuk memenunhi
aspiras dan kebutuhan masayarakat. Kualitasdan
kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan
publik mashjauh dari harapan. Mashbedumtercipta
budaya pelayanan publik yang berorientas kepada
kebutuhan pelanggan (service delivery culture).
Sebaliknya, yang terbetuk adalah obses parabiro-
krat dan politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai
lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (power
culture). Polapikir birokrat sebagai penguasadan
bukan sebagal pelayan publik telah menyebabkan
sulitnyamel akukan perubahan kualitas pelayanan
publik. Sehinggatidak mengherankan jikakompe-
tensi birokrat masih belum memadai, prosedur
pelayanan mas h berbdlit-belit, dan hargapelayanan
publik mas htidak transparan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jelas
bahwaperubahan kearah restrukturisas dan refung-
sionalisas pelayanan publik sebagal manadidam-
bakan oleh masyarakat melalui; 1) Struktur orga-
nisas yang disusun sesuai dengan keperluan opera-
sional, bukan untuk memenuhi jumlah posis yang
adapadasetiap eselon, 2) Mengaudit hasil pemin-
dahan staf atau pegawa ke daerah-daerah dan
bagian-bagian lain, 3) Modernisasi managemen
sumberdayamanusia, 4) Profesiondismeklasfikas
pekerjaan, 5) Seleks ddam penerimaan dan promoi
berdasarkan sistem merit dan kompetis terbuka, 6)
Pelatihan bergfat teknisdaripadabersifat umum, 7)
Reformas sstem pengggjian.

Kitasudah sepakat bahwape ayanan publik
diciptakan adalah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, menjamin ketertiban dan keamanan
masyarakat sertamelindungi hak-hak masyarakat.
Menurut LembagaAdministras NegaraRepublik
Indonesia, (2006,138), salah satu carauntuk men-
jaminmasyarakat memperoleh pelayanan yang di-
kehendakinyaaddah mdadui penergpan“Maklumat
Pelayanan” (Service Charter).

Maklumat pelayanan, adal ah sebuah per-
nyataan komitmen penyediaan pel ayanan yang ber-
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kualitasolehinstans/unit pelayanan kepadamasya
rakat pengguna pel ayanan dengan menempatkan
kepentingan dan kebutuhan masyarakat pengguna
pelayanan sebagai fokusnya. Maklumat Pelayanan
seringkali dipandang pulasebagal sebuah dokumen
publik yang memuat “kontrak” antaraunit pelayanan
dan masyarakat pelanggannya.(LAN, 2006,138).

Adapun tujuan pengembangan dan penera-
pan maklumat pelayanan pada unit pelayanan,
adal ah untuk membuat pelayanan publik menjadi
lebih responsive (kesesuaian antara pelayanan
dengan kebutuhan masyarakat),transparan (semua
aspek pelayanan sepeti waktu, biaya, dan cara
pelayanan, dapat dengan mudah diketahui oleh
penggunapelayanan) dan akuntabel (aspek pelaya
nan dan konteks penyel enggaraannyadapat diper-
tanggung jawabkan dan dinilai oleh pengguna
layanan), (Dwiyanto et a d, 2006:138).

Maklumat pelayan atau service charter
atau citizen charter Kumorotomo, (2007:6), pene-
rapannya masih merupakan hal baru dan belum
banyak Kepala Daerah yang tertarik untuk
mel aksanakannyasecaraserius. Pengalaman dari
PSKK danMagister Adminigiras Publik Univerdtas
GgahMada tdahmemfasilitas pemerintah daerah
untuk mencoba penerapan Maklumat Pelayanan,
ternyata dapat menjadi terobosan baru di dalam
menembus kebuntuan upaya mewujudkan tata
pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.

Sebagai contoh, di Kota Blitar, focus
fadlitas kontrak pelayanan adalah di Puskesmas, di
Kabupaten Semarang difokuskan di beberapaKe-
camatan daam hal pelayanan KTR, HO (hindrance
ordinance) atauijingangguan, SITU. Di Yogyakarta
difokuskan padaurusan Akte Kelahiran, di Kota
Bogor di bidang K ependudkan. Di KotaMataram
Nusatenggara Barat, medias metode kontrak
pelayanan dalam meningkatkan kuaitas pelayanan
dalam penanganan sampah. Demikian pulayang
dilakukan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
dilakukan modifikasi kontrak pelayanan yang
didukung dengan kebijakan e-government. Dika-
bupaten Lemboto Proping Gorontal o, kotaBija dan
Kabupaten Asahan di SumateraUtara.

Menurut Kumorotomo (2007:7), ada
banyak ha yang bersfat fungsond di ddamKontrak
Pelayanan, yaitu iadapat dijadikan sebagai bentuk
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rumusan dari kesepakatan bersamayang bersifat
terbuka, sebagal instrument publik untuk mengontrol

penyel enggaraan pelayanan, sebagal saranauntuk
mengatur hak dan kewgjiban dari penggunamaupun
penyediape ayanan secarasaimbang dan adil. Dihu-
bungkan dengan good governance sangat sejalan,

yaitu pelayanan publik akan menjadi urusan dan
tanggung jawab bersamaantarapemerintah, swasta
dan masyarakat penggunapadaumumnya.

Agar Maklumat pdayananddamhd ini kon-
trak pelayanan menjadi fungsional sebagaimana
tersebut di atas, makais maklumat pelayanan seti-
daknyamenyangkut beberapahal sebagai berikut;
1) Namalnstans yang memberikan pelayanan, 2)
Alamat dan nomor telepon instans yang dihubungi,
3). Hari danwaktu pelayanan, 4). Daftar pelayanan
yang diberikaningtang, 5). Standar pelayananyang
dapat diharapkan oleh masyarakat, 6). Mekanisme
penanganan pengaduan masyarakat/pelanggan, 7).
Ha-ha yang menjadi HAK pelanggan, 8). Hal-ha
yang menjadi kewajiban pelanggan, 9). Janji
pemenuhan standar pel ayanan dan konsekwend bila
standar pelayanan tidak terpenuhi. (Sumber :
Departement of Public Service Administration,
Pretoria, South Africa, daam LAN RI, 2006, 139).
Dari is Maklumat Pelayanan seperti ini, dihargpkan
posis masyarakat pengguna pelayanan dan stake-
holdersnyamenjadi |ebih baik dan dapat secaraaktif
menggunakan hak-haknya sebagal warganegara
(citizen).

Sdanjutnyamenurut Kumoratomo (2007:7),
ada lima unsur pokok yang tercantum di dalam
Kontrak Pelayanan, yaitu, 1) Visi dan Misi Pela-
yanhan, beruparumusan tentang sgauh manaorgani-
sas pelayanan publik telah merujuk padaprinsip-
prinsip kepastian pelayanan. Visi dan misi harus
menjadi bagian dari budayapelayanan yang tercer-
mindi dalam carapemberian pelayanan, 2) Standar
Pelayanan, beris tentang apa, mengapadan bagai-
manaupayayang diperlukan untuk memperbaiki
kualitas pelayanan. Standar pelayanan memuat
norma-normapel ayanan, terdiri standar perlakuan
terhadap pengguna, standar kualitas produk yang
diperoleh masyarakat dan standar informasi yang
dapat diaksesoleh penggunalayanan, 3) Alur Pela-
yanan, beris tentang unit/bagian yang harusdilalui
bila akan mengurus sesuatu atau menghendaki
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pelayanan organisas publik tertentu. Alur pelayanan
menjelaskan berbagai fungsi dan tugas unit-unit
daamkantor pelayanan untuk menghindari kesdah
pahaman. Bagan dari aur pelayanan perlu ditem-
patkan di tempat strategis, didesaian secaramenarik
dengan bhasayang sederhanadan gambar-gambar
yang memudahkan pemahaman penggunapel aya-
nan, 4) Unit atau bagian pengaduan masyarakat,
add ah satuan, unit atau bagian yang berfungs mene-
rimasegal abentuk pengaduan masyarakat. Satuan
ini wajib merespons dengan baik semua bentuk
pengaduan, menjamin adanyakeseriusan daripenye-
dialayanan untuk menanggapi keluhan dan masuk-
kan. Berperan mengevaluas Sstem pelayananyang
ada. Berperan dalamriset dan pengembangansstem
pelayanan, 5) Surval penggunalayanan, tujuannya
untuk mengetahui aspiras, harapan, kebutuhan dan
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasll
surva digunakan untuk memperbaiki S stem penye-
lenggaraan pel ayanan publik di masamendatang se-
suai dengan harapan masyarakat. Meaui survai di-
harapkan adanyahubungan baik dantingkat keper-
cayaan penggunaterhadap penyedialayanan.

SdanjutnyaDwiyanto et.d ddamLANRI,
(2006:139), menegaskan bahwauntuk pengguna
pelayanan manfaat yang akan dirasakan adalah se-
bagal berikut; 1) Memberikan jaminan bahwapea-
yanan publik akan menjadi lebihresponsive, trans-
paran, dan akuntabel, 2) Memberikan kemudahan
untuk mengaksesinformas pelayanan dan melaku-
kan kontrol terhadap penyel enggarapelayanan, 3)
Menghargal martabat dan kedudukan penggunan
layanan sebagal warganegarayang berdaulat.

Sedangkan untuk penyedia pelayanan,
Dwiyanto et. a dalamLAN RI, (2006:140), man-
faat yang diperolehnya, adalah; 1) Memudahkan
dadammelakukan evauas terhadap kenerjapdaya
nan, 2) Membantu memahami kebutuhan dan aspi-
rasi wargadan stakeholders mengenai penyeleng-
garaan pelayanan, 3) Meningkatkan kesadaran
mesyarakat bahwa pelayanan publik bukan hanya
tanggung jawab semua, termasuk warga dan
penggunalayanan.

Maklumat pelayanan, wa aupun dapat mem-
berikan manfaat gandabaik bagi parapenggunape-
layanan maupun bagi penyediapelayanan, pene-
rapannyatidak semudah yang diharapkan. Sebab
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di ddam praktiknya, berdasarkan kasusyang banyak
ditemui dalam menerapkan maklumeat pelayananini,
add ah sulitnyamelibatkan masyarakat ddam penye-
lenggaraan pelayanan publik. Seperti yang dikemu-
kakan oleh Kumorotomo (2007:9) bahwakendala
dari pihak masyarakat dapat terjadi karena; 1)
Budayapaternaismeyang dianut oleh masyarakat
selamaini menyulitkan, manakalamerekadiminta
untuk mel akukan diskus terbukadengan parapgja
bat publik, gpdagi jikaharusmedakukankritik secara
terbukapadawaktu dialog, 2) Apatisme. Karena
selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam
pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah. Kon-
dis ini akan menyulitkan ketikapemerintah melaku-
kaninisatif untuk mengg ak merekaberpartispagd,
3) Tidak adanyakepercayaan (trust) masyarakat
kepada pemerintah. Pengdaman masalalu di mana
masyarakat hanyadijadikan objek pemerintah.

K enda aterhadap penerapan maklumat pe-
layanan ini bukan hanyadatang dari pihak masya-
rakat, tetapi jugadari pihak pemerintah daerah. Hal
ini seperti dikemukakan oleh Kumorotomo, (2006:9)
sebagal berikut; 1) Lemahnyakomitmen politik para
pengambil keputusan di daerah untuk secarasung-
guh-sungguh melibatkan masyarakat ddam pengam-
bilan keputusan yang menyangkut layanan publik,
2) Lemahnyadukungan Sumber DayaManusayang
dapat diandal kan untuk mel aksanakan strategi pe-
ningkatan partisipas masyarakat dalam pelayanan
publik, 3) Rendahnyakemampuan lembagalegida
tiveddam mengartikulasikan kepentingan masyara-
kat, 4) Lemahnya dukungan anggaran. Karena
kegiatan peningkatan partisipas publik seringkali
hanyadilihat sebagal proyek, makapemerintah dae-
rahtidak menyiagpkan anggaran secaraberke anjutan.
Akibatnya kegiatan partisipasi hanya berjalan
beberapa saat sgja.

Sehubungan dengan kendala-kendalater-
sebut di atas, Tandao Chino, PresidenADB dalam
Hetifah, (2003:5) menyatakan“ Apabilaorang miskin
inginmemiliki aksesterhadap pelayanan danfaslitas
publik, merekamembutuhkan suaradan partisipas
yang |lebih besar dalam badan-badan pemerintah
locd atauorganisas civil society. Pemerintah harus
melibatkan semuapihak yang memiliki kepedulian
— civil society, bisnis, komunitas donor dan orang
miskin sendiri — dan menjamin bahwapandangan
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masi ng-masing diperhatikan. Hanyadengan mem-
buat proses penyusunan kebijakan menjadi lebih
partisipatoris, transparan dan akuntabel, maka
keberhasilanbisadicapa”.

Kenyataannya membuat kebijakan yang
partis patif sebaga manadikemukakan oleh Tandao,
tidak mudah ddam hd ini membutuhkanwaktuyang
panjang, biayayang tidak sedikit sertadukungan
sumber dayamanusiayang berpengalaman. Untuk
itu satu tahap penting dalam proses perubahan add ah
recognitition stage, yaitu tahap mengenali dan
menyadari bahwa perubahan memang betul-betul
diperlukan. Mengetahui bahwa perubahan diperlu-
kantidak berarti bahwaagen perubahan akan dengan
Ssertamertamampu menginisas dan suksesmengim-
plementasikan perubahan. Setiap agenda untuk
me akukan perubahan, ddamimplementasnyasddu
menimbulkanreaks bdik. Kemampuan untuk men-
diagnosisdan memilih strategi untuk mendorong
perubahan, adal ah langkah berikut yang diperlukan
untuk melakukan perubahan secaraefektif. (Hetifah,
2003:10).

Menurut Berger dan Sikora, 2004 dalam
LAN RI, (2006:212), terdapat empat edemendaam
mengel olaperubahan, keempat e emen tersebut ada:
lah gtrategi, kegiatan operasiond, budayadan kom-
pensasi. Dari keempat hal tersebut strategi men-
duduki pogs yang penting. Hal ini mengingat srategi
ada ah sebuah rencanayang komprehensif yang me-
ngintegrasi kan segalaresourcesdan cgpabilitiesyang
mempunyai tujuan jangkapanjang untuk meme-
nangkan kompetis. Di dalam hubungannyadengan
organisasi, maka strategi merupakan rencana/sce-
nariodari organisas untuk mengembangkandirinya
sebagal organisas yang mampu menciptakannilai,
mewujudkan tujuan, menentukan teknik dan jadwal
kemajuan. Strategi organisasl terkait kuat dengan
mid dannilai-nila ddam suatu organisad . Suatu orga:
nisas pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, dan
tujuanini merupakan patokan dari fil osofi organisas
LAN RI, ( 2006:213). Organisasi publik sendiri
sebagai manadiketahui tujuan yang dikembangkan
adaah public service . Untuk dapat mencapal tujuan
organisas tersebut diperlukan strategi.

Ada empat tahapan pelembagaan atau
pengembangan dalam maklumat pelayanan
Dwiyanto, dalam LAN RI, (2006:140), yaitu; 1)
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Promosi. Tujuannyaadal ah untuk memberikan pe-
mahaman tentang maklumat pelayanan dan mem-
bangun kesepakatan dengan penggunalayanan, dan
stakeholder lainnya, mengenai perlunyapengem-
bangan maklumat pel ayanan. Tahagpanini dilakukan
melaui diseminas informas dengan medialeeflet,
iklan layanan masyarakat, dengar pendapat, pela-
tihan-pelaihan, membangun kontak dengan penyedia
layanan, penggunalayanan dan stakeholder lainnya
serta membentuk foruk maklumat pelayanan, 2)
Formulasi. Tujuannyaadalah membuat dokumen
maklumat pelayanan. Formulas dilakukan melaui
proses penj g akan kebutuhan, penyususnan mak-
lumat pelayanan dan monitoring. Upayapenjgakan
kebutuhan dilakukan melalui quick assessment,
survey penggunalayanan, focus group discussion,
in depth interviews, danvalidas, 3) Implementas.
Tujuannyaadalah menyelenggarakan pelayanan
sesual dengan maklumat pelayanan. Implementasi
dimula dengan sosaisas dokumen maklumat pda
yanan melaui pendistribus an maklumeat pelayanan,
pemuatan dokumen di media, talkshow di radio/TV.
Sdlanjutnyadilakukan pelaksanaan pelayanan, serta
monitoring pelaksanaannya, 4) Evauas. Tujuannya
adalah mengidentifikasi pengalaman yang dapat
dipetik dari penerapan maklumat pelayanan serta
menilai manfaat pel embagaan maklumeat pelayanan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kegiatan-
kegiatanddamrangkaevauad ini mdiputi survey peng-
gunalayanan, observas danfocus group discussion.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
sudah saatnya Pemerintah daerah mula menergpkan
maklumat pelayanan sebagi upaya memberikan
pel ayanan publik yang berkuditas. Dimanadi ddam
penergpannyatidak harussecaraforma dirumuskan
dadamberbaga peraturanformd pemerintah. Penting
untuk di perhatikan adalah upayamenciptekansstem
pel ayanan yang mampu melibatkan unsur-unsur baik
pemerintah sebagal penyediapelayanan, maupun
unsur masyarakat pengguna pelayanan termasuk
tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, LSM, Media,
wartawan, akademis dan masyarakat lainnya.

SIMPULAN

Perspektif pelayanan publik sebagai salah
satu jawaban bagi perintah khususnyapemerintah
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daerah dd am rangkamerumuskan kebijakan publik
yang pro masyarakat/publik.

Adanyakebijakan otonomi daerah membu-
kapel uang bagi daerah untuk memberikan peruba-
han-perubahan dalam rangkamemberikan pelaya-
nan publik yang berkualitas apalagi bila daerah
daerah berkepentingan untuk menarik parainvestor
baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondis
yangterjadi di daerah, padaumumnyasudah menya-
dari tentang fungs nyadaam memberikan pelayanan
yang baik dan memuaskan, tetapi dalamimplemen-
tasanyabeum serius. Untuk itu daerah perlu memper-
sigpkan pengamatan aparaturnyauntuk memahami
dan mampu memeberikan pelayanan yang baik.

K eberadaan maklumat pelayanan dalam
rangkamewujudkan pelayanan publik yang berkua-
litasmerupakan suatu strategi yang perlu dilakukan
oleh pemerintah daerah dimanamelaui maklumat
pelayanan yang baik, dapat ditemukan titik temu
antara yang diharapkan oleh pihak pemerintah
dengan pihak masyarakat yang menerimalayanan.
Melaui maklumat pelayanan dapat dipertumukan
antarahak dan kewgjiban bagi merekayangterlibat
dalam proses pelayanan.

Untuk itu dalam rangkapelayanan publik,
sudah saatnyadikembangkan adanyainovas sektor
publik, yaituddamorganisas publik diperlukan per-
syaratan-persyaratan anataralain adanyakepemim-
pinan yang mendukung pegawai yang terdidik dan
terlatih, dikembangkannya budaya organisasi,
pengembangan tim dan kemitraan, organisas publik
berorientas padakinerjayang terukur.
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